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ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence decefof the characteristics of local
government (size, level of wealth, dependence Bwtlgovernment expenditures) and the audit
findings to the performance of local governmentcdlgovernment performance is measured by
scores on the evaluation of local government pentorce (EKPPD) derived from local
government organizers report (LPPD).

Population of this research is all the districticih Indonesia during 2010. Total this
sample are 367 local government using purposivepiagn Examination of hypothesis conducted
by using ordinal logistic regression (PLUM) in SPBBsoftware.

Results of this study indicate that level of wedtbnificant positive effect on the
performance of local government districts/citiedridonesia, to audit findings significant negative
effect on the performance of local government idtsticities in Indonesia. While size, capital
expenditures and level of dependence had no gsignifieffect to the performance of local
government districts/cities in Indonesia.

Keywords: characteristic of local government, logalvernment performance, local government
performance reporting, evaluasi kinerja penyelerrgga pemerintahan daerah
(EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah dadtd?PD), audit findings.

PENDAHULUAN

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan huklikeluarkannya UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU NoT&tun 1999 tentang Perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Hgamiita2011), kemudian mengalami revisi
menjadi UU No. 32 tahun 2004 (UU No. 32/2004) yamgnegaskan bahwa kewenangan Pemda
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peraérirgrdasarkan asas otonomi.

UU No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otohkemada Pemda juga mewajibkan
tiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Pemygégaan Pemerintah Daerah (LPPD)
kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Peatefidmor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007)
tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan d&egdda pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewankdamekyat daerah, dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada maayanakyebutkan bahwa ruang lingkup
LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisgsis pembantuan dan tugas umum
pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentraiigdipiuti urusan wajib dan pilihan. Urusan
wajib adalah urusan yang sangat mendasar yangitaerkiengan hak dan pelayanan dasar warga
negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan uruaag gecara nyata ada di daerah dan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan mdstarsesuai dengan kondisi, kekhasan dan
potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi d&PD Pemda kabupaten/kota sangat
tergantung dengan urusan yang menjadi tanggundbjav@adan karakteristik dari masing-masing
Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriasari, 2012).

PP No. 6/2008 menyebutkan bahwa salah satu evgbeasielenggaraan pemerintahan
daerah adalah berupa evaluasi kinerja penyelergg@@merintahan daerah (EKPPD). Setelah itu
dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri R® Tahun 2009 (Permendagri No.
73/2009) tentang tata cara pelaksanaan evaluasi&ipenyelenggaraan pemerintahan daerah dan
Permendagri Nomor 74 Tahun 2009 tentang pedomanbgréan penghargaan kepada
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penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 5 Pergneidta 73/2009 ini disebutkan bahwa
EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasiauta

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indedsposit kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Total Indeks komposit kingrgmyelenggaraan pemerintahan daerah
merupakan penjumlahan hasil penilaian yang melipntieks capaian kinerja dan indeks
kesesuaian materi. Indeks capaian kinerja diukurgale menilai IKK pada aspek tataran
pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat medakpkengelolaan atas keuangan
daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, LPPiD paenda merupakan unsur yang tidak
dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan samarigeaan (audit) yang baik agar tidak
terjadi kecurangan. Di Indonesia, pemeriksaan diak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dkakuoleh Mustikarini dan Fitriasari
(2012). Variabel penelitian yang digunakan dalamefidan ini menggunakan variabel-variabel
yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Mastikdan Fitriasari (2012). Variabel-variabel
yang digunakan diantaranya ukuran pemerintah daetiagkat kekayaan daerah, tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat dan temuait BERK. Selain itu peneliti juga
menambahkan variabel independen lain yang termdsal&n karakteristik pemerintah daerah,
yaitu belanja modal.

Belanja modal biasanya terkait erat dengan peagedfasilitas dan infrastruktur yang
berhubungan langsung dengan pelayanan kepada mgasyaMenurut Nugroho dan Rohman
(2012) Pemerintah akan melakukan pembangunan tinfkiisr serta sarana dan prasarana yang
diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalanarjal modal yang dilakukan oleh pemerintah.
Belanja modal yang besar merupakan cerminan dawyabaya infrastruktur dan sarana yang
dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakakan meningkatkan kinerja pemerintah
daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak surabgrmenghasilkan, maka hasilnya pun akan
semakin banyak.

Peneliti ini menggunakan hasil EKPPD tahun 20Ireka dengan menggunakan data
tahun terkini diharapkan dapat memberikan infornyasig relevan untuk kondisi saat ini tentang
kinerja pemerintah daerah. Motivasi penelitian adalah untuk mengkonfirmasi penelitian
Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan mengetahpakah variabel belanja modal berpengaruh
positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskkokpmermasalahan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh ptesitifdap kinerja Pemda kabupaten/kota?

2. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh ptsitibdap kinerja Pemda kabupaten/kota?

3. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah posgiengaruh positif terhadap kinerja
Pemda kabupaten/kota?

4. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadagrja Pemda kabupaten/kota?

5. Apakah temuan audit berpengaruh negatif terhadsgrjki Pemda kabupaten/kota?

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITISDAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori utama yang mendasari penelitian mengenaggreh karakteristik pemerintah
daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja petaéridaerah dijelaskan melalui perspektif
teori agensi. Jensen dan Meckling (1976) menggamhandanya hubungan kerja antara pemilik
(principal) dengan manajemefagen) Adanya pemisahan kepemilikan olehincipal dengan
pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasiersgd menimbulkan konflik keagenan
diantara principal dan agen (Jensen dan Mecklirgy6)l Di satu sisi,agen secara moral
bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan pmhcipamun di sisi lain manajemen juga
berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan meegldiris Sehingga cenderung menimbulkan
masalah agensi.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangus @daaragency theorydiakui atau
tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungam@ealah keagenan (Halim dan Abullah, 2005).
Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diteragla@am organisasi publik. la menyatakan
bahwa negara demokrasi modern didasarkan padagkaran hubungan prinsipal-agen. Hal yang
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sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskasdp ekonomis organisasi sektor publik
dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan [(E880) dalam Setiawan (2012)
menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal aggnpakan satu pendekatan yang sangat
penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kédairapublik.

Mardiasmo (2002) menjelaskan tentang akuntabititdam konteks sektor publik bahwa,
pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegangnah (pemerintah) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan nmgka@pkan segala aktivitas dan kegiatan
yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak perapgnah (masyarakat) yang memiliki hak
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Peryatai mengandung arti bahwa dalam
pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungajekaa (teori keagenan) antara masyarakat
sebagaprincipal dan pemerintah daerah sebaagent

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daebslgas@gent bagi masyarakat
principal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepganti mereka sendiri serta
memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapatcdyseruntuk bertindak dengan sebaik-
baiknya bagi kepentingan masyarak#tgency theoryberanggapan bahwa banyak terjadi
information asymmetrgntara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai dasgsung terhadap
informasi dengan pihalprincipal (masyarakat). Adanyanformation asymmetnyjnilah yang
memungkinkan terjadinya penyelewengan atau koragbsh agen. Sebagai konsekuensinya,
pemerintah daerah harus dapat meningkatkan aklitsiabatas kinerjanya sebagai mekanisme
checks and balancesgyar dapat mengurangformation asymmetr¢Setiawan, 2012)

Berdasaragency theorypengelolaan pemerintah daerah harus diawasi unarkastikan
bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatkd@ada berbagai peraturan dan ketentuan
yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.15 tahum2Q0J No.15/2004) Pemeriksaan adalah
proses identifikasi masalah, analisis, dan evalyesy dilakukan secara independen, obyektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, unarklai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengelolaan daggtag jawab keuangan negara. Dengan
meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah infgingang diterima masyarakat menjadi lebih
berimbang terhadap pemerintah daerah yang ituyartmformatif asymmetryang terjadi dapat
berkurang. Dengan semakin berkurangngiormation asymmetrynaka kemungkinan untuk
melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil (Setiap2012).

Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia tlikesatu badan audit independen untuk
mengaudit seluruh Pemda di Indonesia. Di Indonggagawasan tersebut dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakaleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaarnrjkirdan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK terséleutipa opini, temuan, kesimpulan atau dalam
bentuk rekomendasi.

Akuntabilitas

Dalam konteks organisasi pemerintah sering adalistikuntabilitas publik. Akuntabilitas
publik adalah pemberian informasi ddisclosureatas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah
kepada pihak—pihak yang berkepentingan dengandagersebut. Pemerintah baik pusat maupun
daerah harus bisa menjadi subjek pemberi inforaaim rangka pemenuhan hak—hak publik.

Salah satu elemen penopang akuntabilitas adalabp@eansi. Transparansi digambarkan
sebagai “ketersediaan informasi kepada publik etasaksi pemerintah dan proses pengambilan
keputusan, dan merupakan dasar untuk manajemeandias negara demokrasi’. Transparansi
berarti bahwa individu, grup, atau organisasi datafmungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya
kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan dadeluruh informasi kinerja lengkap dan
tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang mémihubungan dengan masalah tertentu
(Mahsun, 2006).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin aksas kegbebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan petaban, yakni informasi tentang kebijakan
proses pembuatan dan pelaksanaannya serta haiiljrdrag dicapai. Transparansi adalah adanya
kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yarakslud dengan informasi adalah informasi
mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yangt djpngkau publik. Keterbukaan informasi
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diharapkan akan menghasilkan persaingan politikgyaehat, toleran, dan kebijakan dibuat
berdasarkan preferensi publik (Rahmanurrasjid, 2008

Untuk mewujudkan transparansi itu, maka dikeluarR&Nomor 3 Tahun 2007 pasal 2
tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daesphdé pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewankdamekyat daerah, dan informasi laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mastye®akain itu pasal 9 PP Nomor 3 Tahun
2007 juga menegaskan bahwa penyusunan LPPD merngarsip transparansi dan akuntabilitas.
Kerangka Pemikiran Teoritis
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Karakteristik Pemerintah Daerah

[ Ukuran daers L
[ Tingkat kekayaan daerah ]\\

. \ Kinerja Pemda
[Tlngkat ketergantungan pada puf t S Kabupaten/Kota

[ Belanja modal ]’

Temuan audit BPK

N

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daer ah terhadap Skor Kinerja Pemda K abupaten/K ota

Tujuan utama dari program kerja Pemda adalah mékalnepelayanan yang terbaik untuk
masyarakat. Untuk memberikan pelayanan yang baikyshdidukung oleh aset yang baik pula.
Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasil|ang memadai untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin bdamaru daerah yang ditandai dengan
besarnya jumlah aset Pemda, maka diharapkan akaekise tinggi kinerja Pemda tersebut
(Mustikarini dan Fitriasasi, 2012).
Hipotesis 1: Ukuran pemerintah daerah berpengarubsitif terhadap skor kinerja Pemda

kabupaten/kota.

Pengaruh Tingkat K ekayaan Daer ah terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/K ota

Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangatdparpdalam kemandirian pemerintah
daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja petakrotaerah (Florida, 2007 dalam Nugroho,
2012). Sumarjo (2010) juga menjelaskan bahwa pkatag Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi nmakRertumbuhan yang positif mendorong
adanya investasi sehingga secara bersamaan invessabut akan mendorong adanya perbaikan
infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yand Is@irta investasi yang tinggi di suatu daerah akan
meningkatkan PAD Pemda tersebut. Adi (2006) dalamm&jo (2010) menyebutkan bahwa
peningkatan PAD seharusnya didukung dengan peregkiualitas layanan publik. Dimana
kualitas layanan publik yang baik akan mencermirikaarja yang baik suatu Pemda.
Hipotesis 2: Tingkat kekayaan daerah berpengarulsitijpoterhadap skor kinerja Pemda

kabupaten/kota.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat terhadap Skor Kinerja Pemda
Kabupaten/K ota

Semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daeraka nPemerintah akan lebih
memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibandingga@lendaerah yang lebih sedikit
penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemda untuk berid lebih baik karena pengawasan dari
Pemerintah Pusat lebih besar. Dengan demikian,lseriaggi DAU dari Pemerintah Pusat maka
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diharapkan semakin baik pelayanan Pemda kepadaana&aynya sehingga kinerja Pemda juga

semakin meningkat. Dari uraian di atas, maka hgefgada penelitian ini adalah:

Hipotesis 3: Tingkat ketergantungan pada pemerirpakat berpengaruh positif terhadap skor
kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Belanja M odal terhadap Skor Kinerja Pemda K abupaten/K ota

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dagakaya infrastruktur dan sarana
yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembanguaag dilakukan akan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja dakeathlebih baik. Oleh karena itu, hipotesis
pada penelitian ini adalah:
Hipotesis 4: Belanja modal berpengaruh positif tethp skor kinerja Pemda kabupaten/kota.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Skor Kinerja Pemda Kabupaten/K ota

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemBPK terhadap laporan
keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukam daatah terhadap ketentuan pengendalian
intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangary berlaku. Semakin banyak
pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambaskarakin buruknya kinerja Pemda
tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angkauga audit, maka menunjukkan semakin
rendahnya kinerja suatu Pemda.
Hipotesis 5: Temuan audit berpengaruh negatif tddpaskor kinerja Pemda kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN
Variabd Penelitian
Manajemen Laba (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu skimrerja Pemda kabupaten/kota. Skor
kinerja Pemda kabupaten/kota yang berasal darirdapbasil evaluasi pemeringkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkaD t&in 2010 tingkat nasional dengan
rangenilai 0-4. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilgartfolio secaralesk evaluatioterhadap
data yang dimuat dalam LPPD tahun 2010 dan penilaangan terhadap prestasi kinerja yang
dicapai oleh masing-masing pemerintah daerah. Bsalpemeringkatan kinerja Pemda ini baru
pertama kali dilakukan untuk LPPD tahun anggarabi/2¢ang diterbitkan di Jakarta tanggal 14
Agustus 2009 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Variabe Ukuran Daerah

Ukuran ize)dapat diukur dengan berbagai cara, antara laingjurkhryawan, jumlah
aktiva, total pendapatan, dan tingkat produksi (Bapour, 1991 dalam Suhardjanebal, 2011).
Penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012), Maitalan Zaelani (2011) serta Sumarjo (2010)
ukuran pemerintah daerah dilihat dari jumlah tesdt yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan
logaritma natural (Ln) dari total aset seperti ppdaelitian Mustikarini dan Fitriasasi (2012). Hal
ini dikarenakan besarnya total aset masing-masémgd@ berbeda bahkan mempunyai selisih yang
besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstietuk menghindari adanya data yang tidak
normal tersebut maka data total aset perlu di Im ka

Variabel Tingkat K ekayaan Daerah

Di dalam penelitian sebelumnya, Mustikarini datri&asi (2012) menggunakan PAD
dibandingkan dengan total pendapatan sebagai pq&sgukuran tingkat kekayaan daerah.
Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daexrdalah penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya semadig dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undamgan berlaku. Maka pada penelitian ini
variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

PAD
Total Pendavatan

Tingkat Kekayaan Daerah =
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Variabe Tingkat K etergantungan dengan Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (201)gkat ketergantungan dengan pusat
diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) ddiagkan dengan total pendapatan.
Variabel tingkat kekayaan diukur dengan rumus :

DAU
Total Pendapatan

Tingkat Ketergantungan dengan Pusat =

Variabel Belanja Modal

Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui Kot Jendral Perimbangan
Keuangan (2012) menyatakan rasio belanja modahdeyh total belanja daerah mencerminkan
porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk meyabiaelanja modal. Dimana realisasi belanja
modal akan memilikmultiplier effectdalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Mada p
penelitian inivariabel belanja modal diukur dengan rumus :

Belanja Modal
Total Realisasi Belania

Belanja Modal =

Variabel Temuan Audit BPK

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasasi (201@nuan audit BPK diukur dengan temuan
audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total argy belanja. Konsisten dengan penelitian
yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasasi (2012grigbel temuan audit BPK penelitian ini
menggunakan rumus :

Temuan Audit (dalam rupiah)

Temuan Audit =

Total Anggaran Belanija

Populas dan Sampsd

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemni kota / kabupaten di Indonesia
tahun 2010. Kriteria pengambilan sampel peneliidalahpurposivesampling dengan ketentuan
Pemda kabupaten/kota yang dipilih memiliki semuta deang lengkap meliputi: Neraca untuk
mendapatkan total aset, Laporan Realisasi Angg&faA) untuk mendapatkan PAD, DAU, dan
total realisasi anggaran pendapatan, serta meraerlakoran hasil pemeriksaan BPK tahun 2010
untuk mendapatkan jumlah temuan audit.

Metode Analisis

Penguijian hipotesis dilakukan dengan menggunakatehamalisis regresi logistik ordinal
atau PLUM(Polytomous Universal Modetebagai berikut:
logit(SCORE)=p, + f1Ln_TA + ,PAD + 3DAU + [,BM + [sTemuan

Keterangan :

B1, B2, B3, B4 : koefisien variabel independen

Ln_TA : Ukuran daerah

PAD : Tingkat kekayaan daerah

DAU : Tingkat ketergantungan dengan pusat
BM : Belanja modal

Temuan : Temuan audit BPK

B1.B2,B3.84>0

Bs<0

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Objek Pendlitian
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Objek dari penelitian ini adalah pemerintah daekabupaten dan Kota se-Indonesia,
dimana sumber data untuk variabel temuan audit BiRlapatkan dari Ikhtisar Pemeriksaan
semester | dan |l tahun 2011 pada website Badaneflesa Keuangan (BPK) vyaitu
http://www.bpk.go.id. Data Temuan audit yang digtara dalam penelitian ini adalah temuan
pemeriksaan atas ketidakpatuhan Pemda terhadajunpergerundang-undangan tahun anggaran
2010. Data neraca untuk mendapatkan total asetpraapRealisasi Anggaran (LRA) untuk
mendapatkan PAD, DAU, dan total realisasi anggaendapatan didapatkan melalui website
http://www.djpk.depkeu.go.id/. Data peringkat skdnerja pemda kabupaten/kota didapatkan
melalui website http://otda.kemendagri.go.id/.

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 52dgsmtah kabupaten dan kota tahun 2010.
Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telalagiken pada bab sebelumnya, maka diperoleh
jumlah sampel akhir sebanyak 367 Pemda kabupatandemgan proses pengambilan sampel bisa
dilihat di tabel:

Tabel 1
Populas dan Sampel Penelitian

K eterangan Jumlah Pemda Kab/K ota
Jumlah Seluruh Pemda tahun 2010 524
Pemda setingkat provinsi (33)
Pemda tidak menyampaikan LPPD 2010 (59)
Pemda dengan data tidak lengkap (65)
Jumlah sampel akhir penelitian 367

Statistik Deskriptif
Hasil pengujian statitstik deskriptif untuk ditukkan dengan menggunakan tabel
distribusi frekuensi terdapat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel . . S.td'.

N Minimum | Maximum | Mean | Deviation
SC 367 1,00 4,00| 2,9183 ,46620
Ln_TA 367 25,72 31,12| 28,0463 ,63215
PAD 367 ,0075 ,3465| ,060703| ,0452665
DAU 367 ,0015 ,8271| ,586211| ,1437235
BM 367 ,0385 ,4982| ,207384| ,0957830
TEMUAN 367 ,0000 ,4820| ,014737| ,0431831
Valid N 367
(listwise)

Sumber : data sekunder yang diolah, 2013.

Standar deviasi untuk skor kinerja Pemda kabupedtn/yang telah di konversi,
menunjukkan rata-rata sebesar 2,918 yang beradraeata-rata kinerja Pemda baik karena berada
pada kriteria prestasi tinggi. Standar deviasi mgrkkan nilai 0,46620, hal ini berarti data
memiliki nilai yang heterogen. Untuk ukuran daeratemiliki nilai rata-rata sebesar 28,0563.
Standar deviasi menunjukkan nilai 0,63215, halberarti data memiliki nilai yang heterogen.
Tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD ndilbgkan dengan total pendapatan
memiliki rata-rata sebesar 6,1%. Hasil tersebut unpgrkkan bahwa rata-rata tingkat kekayaan
daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2010 aseesa-rata porsi PAD pada total pendapatan
Pemda masih sangat kecil. Standar deviasi menuajukilai 0,0452665, hal ini berarti data
memiliki nilai yang homogen. Tingkat ketergantungimgan pusat diukur dengan besarnya Dana
Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total peratap memiliki rata-rata sebesar 58,6%, ini
menandakan bahwa porsi Dana Alokasi Umum (DAU)rddlatal pendapatan Pemda untuk tahun
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anggaran 2010 masih sangat besar. Hal ini juga mdekan bahwa ketergantungan Pemda
kabupaten/kota di Indonesia terhadap pemerintahtponasih sangat tinggi karena nilainya di atas
50%. Standar deviasi menunjukkan nilai 0,143723b ihiaberarti data memiliki nilai yang
homogen. Belanja Modal diukur dengan besarnya Jselamodal dibandingkan dengan total
realisasi belanja memiliki rata-rata sebesar 20,3fandar deviasi menunjukkan nilai 0,0957830,
hal ini berarti data memiliki nilai yang homogenntuk variabel temuan audit, nilai rata-rata
sebesar 0,0147 yang artinya secara rata-rata teawgih di Pemda kabupaten/kota tahun 2010
adalah sebesar 1,47% dari total anggaran belatgad& deviasi menunjukkan nilai 0,0431831,
hal ini berarti data memiliki nilai yang homogen.

Pembahasan Hasil Pendlitian

Dari chase processing summajymlah sampel valid sebanyak 367 sampel, dengan
perincian Pemda dengan skor kinerja rendah sebdnanda. Pemda dengan skor kinerja sedang
sebanyak 41 Pemda. Pemda dengan skor kinerja tsetpginyak 300 Pemda dan Pemda dengan
skor kinerja sangat tinggi sebanyak 21 Pemda. padgujian model fit, model hanya dengan
interceptsaja menghasilkan nilai 189 likelihood463,789, sedangkan jika variabel ukuran daerah,
tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungaa padat, belanja modal deemuan audit BPK
dimasukkan ke dalam model, maka nilai l6g) likelihood turun menjadi 432,020 dan nilai
signifikan 0,000 yang berarti model dengan varialaliran daerah, tingkat kekayaan daerah,
tingkat ketergantungan pada pusat, belanja moduetetauan audit BPK, lebih baik dibandingkan
hanya model denganterceptsaja. Jadi dapat disimpulkan bahwa model fit. Umiil&i Pseudo R-
Squaresebesar 0,068 atau 6,8% artinya sebanyak 6,8%svakar kinerja peda kabupaten/kota
dapat dijelaskan oleh variasi-variabel ukuran daertéingkat kekayaan daerah, tingkat
ketergantungan pada pusat, belanja mddaiuan audit BPK dan sisanya sebesar 93,2% digalask
oleh variabel lain yang tidak ada dalam model. HgsParallel linesuntuk menilai apakah asumsi
bahwa semua kategori memiliki parameter yang sama tidak, didapatkan nilai signifikansi di
atas 0,05 yaitu sebesar 0,367 yang berarti modekco

Pengujian Hipotesis

Ordinal logistic regression (PLUMligunakan untuk menguji pengaruh variabel ukuran
daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat keterggatu pada pusat, belanja modal demuan
audit BPK terhadap skor kinerja Pemda kabupatea/kétituk menguji signifikasi koefisien setiap
variabel bebas yang digunakpsvalue (probability valueliengan tingkat signifikansi sebesar 5%
(0,05) yang artinya jika nilai signifikansi lebihedil dari 0,05 maka koefisien regresi adalah
signifikan. Hasil uji hipotesis dengan PLUM dapdihdt dari tebeparameter estimates.

Tabel 3Uji Hipotesis Parameter Estimates

Estimate
B Sig.
Threshold [SC =1,00] 6,090 ,444
[SC =2,00] 8,540 ,283
[SC =3,00] 13,719 ,086
Location Ln_TA ,381* ,159
PAD 8,567 ,020
DAU ,084* ,947
BM -2,294* ,164
TEMUAN -6,749 ,006

Keterangan : *) tidak signifikan
Sumber : data sekunder diolah, 2013.

Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Skor Kinerja Pemda
Kabupaten/K ota
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Penelitian ini menggunakan karakteristik pemerimtaérah dan temuan audit BPK sebagai
variabel independen dan skor kinerja Pemda kabofkate sebagai variabel dependen.
Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitiandijelaskan dengan ukuran daerah, tingkat
kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pbséinja modal. Hasil pengujian dalam
penelitian ini berhasil membuktikan secara empdhwa hipotesis kedua dan kelima dalam
penelitian ini dapaditerima.

Hubungan Ukuran Pemda dengan Skor Kinerja Pemda K abupaten/K ota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis perta penelitian ini menyimpulkan tidak
berpengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupatan/Sesuai dengan hasil analisis, berarti
kenaikan total aset tidak mempengaruhi probabiktsaikan skor kinerja Pemda kabupaten/kota
yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dggitiklal ini mengindikasikan bahwa peran
ukuran pemerintah daerah dalam meningkatkan skuarjki Pemda kabupaten/kota belum dapat
berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat seqamsial. Pemda dengan ukuran yang besar
seharusnya memiliki tekanan yang besar untuk mkéakpelayanan yang baik kepada masyarakat
serta pengungkapan atas laporan kinerjanya. Peaferifaerah dalam melakukan pengungkapan
atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong umigkigungkapkan hal-hal yang bersifgiod
news,sehingga kinerjanya semakin baik. Selain itu dengaiman yang besar dalam pemerintah
akan memberikan kemudahan kegiatan operasional kammdian akan mempermudah dalam
memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Tidglebgaruhnya ukuran daerah terhadap skor
kinerja Pemda kabupaten/kota kemungkinan karenad®dyalum dapat mengelola dengan baik
aset yang dimilikinya untuk memberikan pelayanapakia masyarakat. Jika dilihat dari statistik
deskriptif ukuran daerah, nilai rata-rata untulp ti@tegori hampir sama, hal ini mengindikasikan
baik Pemda memiliki total aset yang kecil maupusabenemiliki probabilitas untuk mendapatkan
skor kinerja tinggi ataupun rendah yang sama. Halberarti ukuran daerah tidak terlalu
diperhitungkan dalam pemberian skor kinerja oleimietrian Dalam Negeri sehingga hasilnya
tidak signifikan.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung pereeli Mustikarini dan Fitriasasi (2012)
yang menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengarsitifpgignifikan terhadap skor kinerja
Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia, Kusumawarda@®l2R dan Sumarjo (2010) yang
menyimpulkan bahwa ukuran Pemda berpengaruh pasifififikan terhadap kinerja keuangan
Pemda Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hubungan Tingkat K ekayaan Daerah dengan Skor Kinerja Pemda K abupaten/K ota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis kedyeenelitian ini berpengaruh positif
signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupatea/k&esuai dengan hasil analisis, berarti
kenaikan tingkat kekayaan daerah satu satuan akaaikkan probabilitas kategori rendah sebesar
99,99995689%, menaikkan probabilitas kategori sgdsebesar 0,00003939% dan menaikkan
probabilitas kategori tinggi sebesar 0,00000370%.

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yangattan pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi pmelayanan yang diberikan kepada
masyarakat (Sumarjo, 2010). Selain itu pendapataaerah (PAD) merupakan tulang punggung
pembiayaan daerah untuk melakukan pelayanan keapadgarakat. Pemda dengan ukuran dan
kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnyailikienilai skor kinerja yang tinggi. Jika
Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyataiknemnhai skor yang rendah maka Pemda
tersebut harus melakukan evaluasi atas kinerjaapivésanya kinerjanya berarti tidak lebih baik
dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang mengdnilg kecil. Pemda dengan ukuran dan
PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam netolg dan memanfaatkan kekayaan yang
dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian tikarini dan Fitriasasi (2012) yang
menyimpulkan bahwa tingkat kekayaan daerah yangudimelalui nilai PAD terhadap total
pendapatan Pemda berpengaruh positif signifilehadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota.
Penelitian Sumarjo (2010) yang menyimpulkatergovermental revenugiukur dengan besarnya
PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangamda Serta penelitian Julitawatet al
(2012) yang menyimpulkan pendapatan asli daeralbjR¥an dana perimbangan secara simultan
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dan parsiaberpengaruhterhadap kinerja keuangan pemerintah kabupatendiqgteovinsi Aceh.
Penelitian ini tidak mendukung penelitian Wenny 120 yang menyimpulkan PAD tidak
mempengaruhi kinerja keuangan Pemda.

Hubungan Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dengan Skor Kinerja
Pemda K abupaten/K ota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis kedigenelitian ini tidak berpengaruh terhadap
skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sesuai dengsih dvalisis, berarti kenaikan dana alokasi
umum tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skimerja Pemda kabupaten/kota yang
termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tiktgdiini mengindikasikan bahwa peran dana
alokasi umum dalam meningkatkan skor kinerja Pekalaupaten/kota belum dapat berfungsi
sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial.

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan denpasat terhadap skor kinerja,
kemungkinan dikarenakan Mentri Dalam Negeri Republindonesia tidak hanya
mempertimbangkan sisi kinerja keuangan saja, sghinglak ada keterkaitan antara besarnya
DAU terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kotanslemperoleh hasil yang tidak signifikan. Hal
ini bisa dilihat dari statistik deskriptif, tingkdtetergantungan dengan pemerintah yang diukur
dengan besarnya DAU, memiliki nilai rata-rata ydrampir sama pada setiap kategori. Dalam
penentuan skor kinerja, yang merupakan hasil ddRHD, tidak hanya aspek kinerja keuangan
saja namun juga kinerja nonkeuangan Pemda sehihggidnya tidak signifikan. Selain itu
kemungkinan lain adalah Pemda tidak transparanndaleelaporkan penggunaan DAU, serta
penggunaan DAU vyang tidak tepat sasaran. Dalam goeragin DAU Pemda seharusnya
menggunakan DAU sesuai dengan kerangka pencapgigm tpemberian otonomi kepada daerah
yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan msyayang semakin baik, seperti pelayanan di
bidang kesehatan dan pendidikan dan lain lain gghipelayanan kepada masyarakat akan lebih
baik.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung pefeglitpenelitian Mustikarini dan Fitriasasi
(2012) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergardunkepada pemerintah pusat yang diukur
dengan besarnya DAU dibandingkan dengan total petda Pemda berpengaruh positif
signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Semaligan Julitawatiet al (2012)
yang menyimpulkan dana alokasi umum secara paosigdengaruiterhadap kinerja keuangan
pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Hubungan Belanja M odal dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/K ota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis keeappenelitian ini tidak berpengaruh
terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Selsumgjan hasil analisis, berarti kenaikan dana
alokasi umum tidak mempengaruhi secara parsial ghititas kenaikan skor kinerja Pemda
kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rersmiang dan tinggi.

Tidak berpengaruhnya tingkat ketergantungan dermesat terhadap skor kinerja jika
dilihat dari statistik deskriptifnya, nilai ratateabelanja modal antara kategori rendah dan tinggi
memiliki nilai yang sama, untuk kategori sangagginmemiliki rata-rata paling kecil, dan untuk
kategori sedang, memiliki nilai rata-rata terting§ehingga belanja modal tidak berpengaruh
signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupatea/ko

Dilihat dari arah hasil penelitian ini, arah tengetidak sesuai dengan hipotesis, hal ini
mengindikasikan semakin besar belanja modal makelga rendah skor kinerja yang dimiliki
oleh daerah tersebut. Hal ini kemungkinan dikarana&tdanya asimetri informasi antara pihak
agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsumadap belanja modal dengan pilpaiacipal
(masyarakat). Adanya asimetri informasilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan
atau korupsi oleh agen (pemerintah), terlihat tamuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang
melaporkan adanya penyimpangan ketentuan perundafajigan terhadap belanja modal untuk
fasilitas umum sebanyak 1.453 kasus sepanjang sami#2012 (Prihatmoko, 2013). Selain itu
dengan besarnya belanja modal, dianggap satu datratidak efisien dalam pengelolaan
keuangannya.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian $karini dan Fitriasasi (2012) yang
menyimpulkan bahwa belanja Pemda berpengaruh heggiifikan terhadap skor kinerja Pemda
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kabupaten/kota. Serta penelitian Nugroho dan Rohf@a@h?) yang menyimpulkan belanja modal
berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerjaakgan.

Hubungan Temuan Audit BPK dengan Skor Kinerja Pemda Kabupaten/K ota

Hasil uji regresi logistik ordinal hipotesis kebmpenelitian ini berpengaruh negatif
signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupatea/k&esuai dengan hasil analisis, berarti
kenaikan temuan audit BPK satu satuan akan mempgrigarobabilitas penurunan skor kinerja
Pemda kabupaten/kota kategori rendah sebesar 93898%, kategori sedang sebesar
0,00024260% dan kategori tinggi sebesar 0,00002278%

Hasil dari penelitian ini terkait dengan temuandiaBPK menunjukkan bahwa, semakin
besar jumlah temuan audit BPK pada suatu Pemda swkakin rendah skor kinerja Pemda
tersebut. Hal ini berarti Pemda harus lebih beshati dalam masalah pengelolaan keuangan
negara karena hal ini tidak hanya terkait dengasaiah secara akuntansi saja tapi juga terkait
dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Hasil dalam penelitian ini mendukung penelitian ggian Mustikarini dan Fitriasasi
(2012) yang menyimpulkan bahwa temuan audit BPidragaruh negatif signifikan terhadap skor
kinerja Pemda kabupaten/kota.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN
Kesmpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelunmgika dapat diambil kesimpulan
bahwa variabel ukuran pemerintah daerah dengarsipiail aset, variabel tingkat ketergantungan
daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAdnding total pendapatan dan variabel
belanja modal dengan proksi belanja modal dibanditgl realisasi belanja terbukti tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap skor kiregimda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel
temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dilvantbtal anggaran belanja, variabel tingkat
kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding ta@abapatan berpengaruh secara signifikan
terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di lesian

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasantdPea, sampel yang digunakan dalam
penelitian hanya satu tahun, karena sulitnya meatlap data sehingga belum dapat melihat
kecenderungan tren kinerja pemerintah dadeddm jangka panjang. Kedua, data yang digunakan
adalah data lama, data terbaru belum lengkap #a#tikbhn penelitian. Penggunaan tahun yang
lebih baru serta cakupan yang lebih baru luas dkgat memberikan gambaran yang lebih terkini
dan akurat dari kinerja pemerintah daerah di Indi@ne

Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan penelitian irskansaran yang dapat diberikan untuk
penelitian selanjutnya adalaRenelitian selanjutnya disarankan menggunakan LRPRRik
beberapa tahun karena penilaian skor kinerja ataPLCL ini dilakukan secara rutin oleh
Kementerian Dalam Negeri setiap tahun, dimulai gahd4 Agustus 2009 untuk LPPD tahun
2007. Selain itu untuk penelitian selanjutnya, diskan menggunakan variabel lain yang menjadi
indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi kompondalam penilaian skor kinerja seperti misalnya
terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinéd@nly urusan wajib yang menjadi tanggung
jawab Pemda, seperti misalnigveragetingkat pertumbuhan ekonomi atau variabel laimatil
kinerja keuangan seperti jumlah penduduk, jumladap@i dan jumlah fasilitas umum dan lain-
lain. Dalam penelitian ini, variabel independen gatigunakan dalam penelitian ini hanya bisa
menjelaskan 6,8% variabel dependen. Dengan den®ddi5% sisanya diterangkan oleh variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelit@ahingga dengan menambah variabel lain,
diharapkan dapat menjelaskan skor kinerja Pemdapledbn/kota lebih baik.
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